ABSTRAK

Khoiriyah Roihan. Kritik Hukum Atas Kewenangan Pengadilan Agama
dalam Menyelesaikan Sengketa Kepailitan dan Prospek Perkembangannya
dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Penelitian awal menunjukkan terjadi dualisme kewenangan mengadili antara
Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama dalam perkara kepailitan dan PKPU pada
lembaga keuangan syariah yang disebabkan tidak sinkronnya norma hukum yang
tertuang dalam pasal 1 ayat 7 dan pasal 300 ayat 1 Undang-Undang nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 tentan Perubahan UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor, 93/PUU-X/2012. Tahun, 2012. Tentang, Pengujian
Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES dan Pasal 1 ayat 6 PERMA
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
Ketidaksinkronan norma dalam kedua peraturan ini menyebabkan lahirnya dualisme
pemahaman tentang kompetensi mengadili dalam perkara kepailitan dan PKPU pada
lembaga keuangan syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan mengembangkan
kewenangan absolut Peradilan di Indonesia dalam upaya penyelesaian sengketa
Kepailitan Syariah, argumentasi hukum (legal reasoning) mengenai kewenangan
Pengadilan Agama dalam perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah,
argumentasi hukum (legal reasoning) dan konstruksi hukum mengenai kewenangan
Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kepailitan dan prospeknya dalam
sistem peradilan di Indonesia, perspektif hukum Islam tentang kewenangan absolut
Peradilan Agama dalam upaya penyelesaian sengketa Kepailitan Syariah.

Kerangka berpikir pada penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teori, pertama
(Grand Theory) yaitu teori Mashlahah Mursalah dan Teori Kritik Hukum, teori kedua
(Middle Theory) yaitu teori Teori Sistem Hukum dan Teori Penyelesaian Sengketa, dan
teori ketiga (Aplied Theory) dengan menggunakan Teori Kewenangan Pengadilan dan
Teori Kepailitan Syariah.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian disertasi ini adalah deskriftif
analitis. Sedangkan Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kewenangan absolut Peradilan Agama
dalam penyelesaian sengketa kepailitan syariah menurut Undang-Undang No. 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU
Kepailitan) adalah segala perkara kepailitan syariah yang diselesaikan melalui
pengadilan, 2) Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara kepailitan
dan PKPU berdasarkan akad Syariah dilakukan oleh Pengadilan Niaga, hal ini
menunjukkan pengakuan terhadap kebutuhan praktis dan konteks hukum Islam di
Indonesia. 3) Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kepailitan
dan PKPU berdasarkan akad Syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam,
seharusnya masuk dalam system hukum Indonesia, hal itu untuk menjaga konsistensi
serta keadilan dalam penegakan hukum. 4) Perspektif hukum Islam, kewenangan
absolut Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa kepailitan syariah yang
mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan,
kebersamaan, dan transparansi dalam penyelesaian sengketa.



ABSTRACT

Khoiriyah Roihan. Legal Criticism of the Authority of the Religious Courts to
Resolve Bankruptcy Disputes and Its Development Prospects in the Justice
System in Indonesia

Initial research shows that there is a dualism in adjudicating authority between
the Commercial Court and the Religious Court in bankruptcy cases and PKPU in sharia
financial institutions which is caused by the lack of synchronization of legal norms
contained in article 1 paragraph 7 and article 300 paragraph 1 of Law number 37 of
2004 concerning Bankruptcy and PKPU with: Article 49 of Law Number 3 of 2006
concerning Amendments to Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts.
Constitutional Court Decision Number, 93/PUU-X/2012. Year, 2012. Regarding,
Review of Article 55 paragraph (2) of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia
Banking. Article 1 PERMA Number 2 of 2008 concerning KHES and Article 1
paragraph 6 of PERMA Number 14 of 2016 concerning Procedures for Settlement of
Sharia Economic Cases. The non-synchronization of norms in these two regulations
has led to the birth of a dualistic understanding of competency to adjudicate bankruptcy
and PKPU cases in sharia financial institutions.

The aim of this research is to discover and develop the absolute authority of the
Judiciary in Indonesia in efforts to resolve Sharia Bankruptcy disputes, legal arguments
(legal reasoning) regarding the authority of Religious Courts in bankruptcy cases and
PKPU based on sharia contracts, legal arguments (legal reasoning) and legal
construction regarding the authority of Religious Courts in resolving bankruptcy cases
and their prospects in the judicial system in Indonesia, Islamic legal perspective
regarding the absolute authority of Religious Courts in efforts to resolve Sharia
Bankruptcy disputes.

The thinking framework in this research uses 3 (three) theories, the first (Grand
Theory), namely the Mashlahah Murlahan theory and Legal Criticism Theory, the
second theory (Middle Theory), namely the Legal System Theory and Dispute
Resolution Theory, and the third theory (Applied Theory) using the Court Authority
Theory and Sharia Bankruptcy Theory.

The research method used in this dissertation research is analytical descriptive.
Meanwhile, the research approach used is Empirical Juridical.

The research results show that: 1) The absolute authority of the Religious
Courts in resolving sharia bankruptcy disputes according to Law no. 37 of 2004
concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (Bankruptcy
Law) means that all sharia bankruptcy cases are resolved through the courts, 2) The
authority of the Religious Courts in handling bankruptcy and PKPU cases based on
Sharia contracts is carried out by the Commercial Court, this shows recognition of the
practical needs and context of Islamic law in Indonesia. 3) The authority of the
Religious Courts in resolving bankruptcy and PKPU cases based on Sharia contracts
which are in accordance with the principles of Islamic law, should be included in the
Indonesian legal system, this is to maintain consistency and fairness in law
enforcement. 4) Islamic law perspective, the absolute authority of the Religious Courts
in resolving sharia bankruptcy disputes which reflects the principles of sharia
economics which emphasize justice, togetherness and transparency in resolving
disputes.
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